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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

       Kesimpulan Hasil Penelitian Analisis Perkembangan Keberhasilan 

Desentralisasi Fiskal Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten 

Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015-2020 adalah sebagai berikut : 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Manggarai Timur beragam dari 

 tahun ke tahun. Tahun 2016 rasio kemandirian keuangan hanya pada 

 5,48%, tahun 2017 sebesar 10,3%, tahun 2018 sebesar 4,67%,Tahun 2019 

 sebesar 5,40%  dan untuk tahun 2020 sebesar 5,09%, rasio kemandirian 

 keuangan Kabupaten Manggarai Timur masih terbilang  rendah sekali. 

 Pemerintah daerah belum mampu membiayai kegiatan pemerintahan, 

 aktivitas pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara mandiri. 

 Sehingga pemerintah daerah masih sangat bergantung pada campur tangan 

 pemerintah pusat.  

2. Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Manggarai Timur diukur dari lima  

 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020. Tahun 2016, 2017, 2018,2019 

 rasio desentralisasi Kabupaten Manggarai Timur termasuk dalam kategori 

 sangat kurang karena berada dalam skala interval 0,00<10.00, dengan 

 tingkat presentase 5,11%, 9,35%, 4,28%, 4,28%. Sedangkan tahun 2020 

 berada pada kategori sangat baik dengan skala interval >50.000 dengan 

 presentase 47,78%.  
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3.  Rasio Indeks Kemampuan Rutin  tahun 2016-2020 menunjukan keadaan  

sangat kurang. rasio indeks kemampuan rutin mencapai 1,45%, 2,92%, 

14,07, 13,41, 14,94. ini terjadi karena pemerintah kabupaten manggarai 

timur kurang mampu mengoptimalkan perolehan PAD daerah dan selama 

ini lebih banyak tergantung pada sumber keuangan yang  berasal dari 

pemerintah pusat. 

4. Rasio Pertumbuhan PAD yang dihasilkan Kabupaten Manggarai Timur 

tahun   2016-2020, tahun 2016 rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 

63,81%, tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 94,68%, tahun 2018-

2020 rasio pertumbuhan mengalami penurunan. Untuk tahun 2018 sebesar 

-48,75%, tahun 2019 sebesar 23,69%, tahun 2020 sebesar -12,64%. 

6.2  Saran 

         Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat 

menyarankan  hal – hal berikut : 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur 

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur harus mampu meningkatkan dan 

memaksimalkan Pendapan Asli Daerah. Sebenarnya potensi yang dimiliki 

Kabupaten Manggaraai Timur mempunyai dampak yang besar bagi 

masyarakat sekitar. Potensi tersebut antara lain di bidang Pariwisata 

Apabila pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mampu memaksimalkan 

potensi tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling 

dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. 

Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten 

Manggarai Timur selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara 
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benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan 

dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten 

Manggarai Timur  juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan 

dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kabupaten 

yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, 

serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peniliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam 

menganalisa perkembangan keberhasilan desentralisasi dan pelaksanaan 

otonomi daerah dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih 

banyak dan bisa menggambarkan keadaan desentralisasi fiskal dan 

otonomi daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian 

selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 5 

tahun saja. 
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